
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia ahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) senagaimana
telah diubah beberepa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tenteang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Repebulik Indonesia
Nomor 6865);

1. Undang-UndangNomor 27 Tahun ]959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nornor 3 Tahun 1953 ten tang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin
Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Ke!ompok Pakar Atau Tim
Ahli Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dan Tenaga Ahli;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5)
dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang

WAll KOTA BANJARMASIN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN WALl KOTA BANJARMASIN
NOMOR )8 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALl KOTA BANJARMAS.lN NOMOR 5

TAHUN 2021 TENTANG KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AI-ILl ALAT
KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN I~KYAT DAERAH DAN TENAGA AI III

fRAKSI

WALL KOTA BANJARMASTN
PROVINSr KALIMANTAN SELATAN



9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahahn
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor66);

8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah KotaBanjarmasin Tahun 2017 Nomor8);

7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor
63);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahuhn 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Derah
(Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2020 Nomor
1781);

3. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022 tentang Hubu8ngan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeri ntah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahah Lembaran Negara Republik
AIndoneisa Nomor6757};

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan AnggotaDewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322);
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Pasa14

(1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam PasaI 3 ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (SI) dengan pengalaman

kerja paling singkat 2 (dua) tahun, Strata Dua (S2) dengan
pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;

b. menguasai bidang pemerintahan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

(2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),mempunyai tugas:
a. mengikuti agenda rapat alat kelengkapan DPRDyang bersifat terbuka

untuk umum;
b. mengolah dan menelaah masalah di bidang legislasi, anggaran dan

pengawasan yang disampaikan secara lisan maupun tertulis baik
penugasan maupun permintaan dari alat kelengkapan DPRD dalam
bentuk informasi dan data atau analisis;

c. memberikan masukan dan pertimbangan terkait dengan
permasalahan yang mendapat perhatian DPRDbaik diminta maupun
tidak;

d. memberikan bantuan kepada alat kelengkapan DPRD dalam
penyiapan bahan untuk keperluan rapat dan kunjungan keIja;

e. mengikuti perkembangan isu strategis yang dapat mempengaruhi
kineIja aIat kelengkapan DPRD;dan

f. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Ketentuan ayat (1) PasaI 4 Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun
2021 tentang Kelompok Pakar Atau Tim Ahli Alat Kelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Dan Tenaga Ahli Fraksi (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PasalI

Menetapkan: PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALl KOTA BANJARMASlN NOMOR5 TAHUN
2021 TENTANGKELOMPOKPAKARATAUTIM AHLI ALAT
KELENGKAPANDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHDAN
TENAGAAHLIFRAKSI.

MEMUTUSKAN:

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin
(Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 14);
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IKHS
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR )8

\)AERAH KOTA BANJARMASIN,

Diundangkan di Banjarmasin
pada tan al 10 April 202)

JBNU SINA

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 10 April 202)

WALl KOTA BANJARMASIN,

Peraturan WaH Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Pasal II

(3) Laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf I, dibuat dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Ketua alat
kelengkapan DPRD mela1ui Sekretaris DPRD.
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